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l. Oasar Hukum

1. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

2. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana (bus,hess

process).

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional

Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 'rlPRf Ml2O10 tentang Tata Cara

dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan;

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011, tentang

Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknik Jalan;

7. Peraturan Menteri PUPR No. 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Keria

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 34/PRT/M/2015

tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Kementrian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat.
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il. Latar Belakang

Direktorat Jenderal Bina Marga mengemban tugas dari program Nawacita

Presiden Rl yaitu membangun lndonesia dari pinggiran atau kawasan perbatasan,

membangun dukungan jalan terhadap bandara, pelabuhan laut baru dan pelabuhan

penyeberangan, serta dukungan terhadap jalur kereta api. sehingga arah kebijakan

yang ditetapkan Direktorat Jendera Bina Marga antara lain : Mempercepat

pembangunan prasarana Sistem Transportasi Multimoda; Mempercepat

pembangunan transportasi yang mendukung sistem Logistik Nasional (slLoGNAS);

Melakukan upaya keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional

dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan; Membangun kaitan

sistem dan jaringan transportasi dengan investasi untuk mendukung Koridor

Ekonomi, Kawasan lndustri Khusus, sistem Logistik Nasional, Komplek lndustri, dan

pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi. Ditjen Bina Marga

sebagai bagian dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam

menjalankan tugasnya dilandaskan dan mengacu pada Visi Misi Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019

PerubahanarahstrategisDirektoratJenderalBinaMargayangberdampakpada

perubahan tugas dan fungsi serta keluaran (output) organisasi dan Adanya

keinginan dari dalam organisasi Direktorat Jenderal Bina Marga untuk memperbaiki

kinerja pelayanan publik secara signifikan maka perlu dilakukan penataan ulang

tatalaksana (business process) di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga
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Dalam pemetaan dan analisis Tatalaksana (business process) yang memenuhi

kriteria antara lain berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan penguna

eksternal; secara langsung berpengaruh terhadap keberhasilan organisasi dan

memberikan respon permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna maka

Direktorat Jenderal Bina Marga menetapkan "Penyelenggaraan Jalan sebagai

Proses bisnis inti (Core business process) Direktorat Jenderal Bina Marga"

Penyelenggaraan jalan pada hakikatnya dimaksudkan untuk menjamin

terselenggaranya penanganan jalan yang memberikan pelayanan optimal kepada

pemangku kepentingan (stakeholder). Oleh karena itu, perlunya penyelenggaraan

jalan secara terpadu dan bersinergi antarsektor, antardaerah dan juga

antarpemerintah serta masyarakat. Direktorat Jenderal Bina Marga sebagai

lembaga pemerintah yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan jalan,

bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang

penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan peru ndang-und angan '

lll. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Proses Bisnis lnti Penyelenggaraan Jalan Direktorat jenderal Bina Marga

dimaksudkan sebagai acuan proses penyelenggaraan jalan agar dapat terlaksana

dengan efektif dan efisien.

2. Tujuan

Proses Bisnis lnti Penyelenggaraan Jalan Direktorat jenderal Bina Marga bertujuan

memberikan panduan pelaksanaan kegiatan dan mengatur tatacara pelaksanaan

kegiatan penyelenggaraan jalan dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
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lV. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Proses Bisnis lnti P6nyelenggaraan Jalan Direktorat jenderal Bina

Marga ini meliputi Perencanaan Umum, Perencanaan Teknis Awal, Perencanaan

Teknis Akhir, Pra Konstruksi, Konstruksi, Pasca Konstruksi, sampai dengan

Evaluasi Pasca Konstruksi yang merupakan turunan dari proses pengaturan,

pembinaan, pembangunan dan pengawasan.
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